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BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR: 771 TAHUN 2010

TENTANG

-

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

Menimbang

Mengingat

PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

bahwa berhubung Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen belum dapat
menyediakan Rumah Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRK, maka
dipandang perlu diberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu
menetapkan dalam suatu Keputusan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas dilingkungan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharg;

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2010;

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen
Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2010.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari
2006 tentang tambahan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010, sebesar sebagai berikut :

» Ketua Rp. 10.000.000,- per bulan

= Wakil Ketua Rp. 9.000.000,- per bulan

» Anggota Rp. 8.000.000,- per bulan



"KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan
selama 12 (dua belas) bulan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 pada
pos Belanja Tidak Langsung DPRK.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal
4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata
terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagimana
mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 34 met so\0
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